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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan atau tidak 

menggunakan kekuatan fisik, namun tetap berpotensi membahayakan keselamatan 

tubuh maupun nyawa seseorang. Dampaknya bisa berupa penderitaan fisik, seksual, 

hingga psikologis, serta mencabut kebebasan individu. Definisi ini sejalan dengan 

ketentuan dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1), yang 

menjelaskan bahwa kekerasan mencakup tindakan yang dapat menyebabkan 

seseorang terluka, kehilangan kesadaran, atau dalam kondisi tidak berdaya.1 Bentuk 

kekerasan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui 

sarana digital atau non-digital. Manifestasinya meliputi kekerasan fisik dan psikis, 

tindakan perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan yang bersifat 

represif atau mengandung unsur kekerasan..2 

Adapun jenis ialah sebagai berikut, kekerasan dapat berupa kekerasan fisik 

(menimbulkan rasa sakit atau luka), kekerasan seksual (berbentuk pemaksaan dan 

intimidasi), kekerasan psikologis atau psikis (menimbulkan ketakutan, lenyapnya 

kepercayaan diri, tidak mampu bertindak, dan penderitaan psikis berat), 

penelantaran (pelepasan tanggung jawab yang seharusnya dilakukannya), 

 
1 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, 

BN No. 676 Tahun 2024. Ps 1 
2 Ibid, Ps 7 
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eksploitasi (memanaatkan seseorang dengan sewenang-wenang), dan kekerasan 

lainnya.3  

Gambar 1.1 

Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jenisnya 

 

Sumber: DataIndonesia.id4 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual memiliki jumlah 

kekerasan yang paling tinggi dengan jumlah 12.056 kekerasan. Kemudian diposisi 

ke dua ada kekerasan fisik dengan jumlah 7.807 kekerasan. Lalu, ada kekerasan 

psikis dengan jumlah 7.507 kekerasan; penelantaran dengan jumlah 2.077 

kekerasan; trafficking dengan jumlah 435 kekerasan; eksploitasi dengan jumlah 307 

kekerasan; dan kekerasan lainnya ada 2.443 kekerasan. Dilihat dari jumlah 

 
3 Ilham Choirul Anwar, “Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Serta 

Contohnya” https://tirto.id/jenis-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-serta-contohnya-gSzj 

diakses pada 22 Januari 2025. 
4 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Jumlah Kekerasan 

terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya” 

https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-

Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Perceraian-karena-KDRT-pada-2023.pdf diakses pada 22 

Januari 2025, hlm 13 

 

https://tirto.id/jenis-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-serta-contohnya-gSzj
https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Perceraian-karena-KDRT-pada-2023.pdf
https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Perceraian-karena-KDRT-pada-2023.pdf
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kekerasan yang di atas bahwa kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang 

tertinggi dan sangat perlu ditangani sesegera mungkin. 

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak 

asasi manusia dan membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh. Tindakan ini 

bukan hanya mencederai fisik, tetapi juga melukai harga diri dan martabat 

seseorang. Kekerasan seksual bisa terjadi secara langsung melalui kontak fisik, 

maupun secara emosional melalui ancaman atau tekanan yang merusak kehendak 

dan integritas tubuh korban.5 Kekerasan seksual juga merupakan suatu tindak 

pidana yang mana dalam Pasal 1 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual 

merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana 

yang diatur.6 Menurut Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (1), 

kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, 

atau menyerang tubuh seseorang, sehingga mengganggu hak dan kesempatan 

mereka untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan secara optimal.7 Selain itu, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 414 hingga 422 juga 

mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti pencabulan, 

pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga penyebaran konten 

pornografi yang mengandung unsur pemaksaan atau dilakukan di ruang publik.8 

 
5 Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, “Apa itu Kekerasan Seksual?” 

https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 22 

Januari 2025. 
6 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No 12 Tahun 2022, 

LN No 120 Tahun 2022, TLN No 6792, Ps. 1. 
7 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, 

BN No. 676 Tahun 2024. Ps 12. 
8 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 

2023, TLN No. 6842. Ps. 423 

https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/?utm_source=chatgpt.com
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Menurut UU TPKS Pasal 4 ayat (1), Adapun tindak pidana kekerasan seksual 

terdiri atas pelecehan seksual secara fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan 

sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, dan perbudakan seksual, serta 

kekerasan berbasis elektronik.9 Selain itu, pada ayat (2) dijelaskan bahwa adanya 

tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang mencakup, seperti perkosaan, 

perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitas terhadap anak, perbuatan melanggar 

kesusilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, 

kekerasan seksual rumah tangga, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai 

tindak pidana kekerasan seksual.10 

Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat 

kerja, komunitas adat, hingga ruang-ruang publik. Contohnya, di lingkungan 

kampus, ketimpangan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa serta lemahnya 

penegakan hukum sering menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual. 

Akibatnya, banyak korban memilih diam karena merasa tertekan atau takut akan 

stigma dari masyarakat. Tindakan seperti catcalling pun masih sering dianggap hal 

sepele, padahal itu juga bentuk kekerasan yang nyata. Untuk mencegah dan 

menghentikan kekerasan seksual, salah satu langkah penting yang bisa diambil 

adalah menetapkan regulasi hukum yang tegas dan membentuk satuan tugas khusus 

di lingkungan perguruan tinggi.11 

 
9 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No 12 Tahun 2022, 

LN No 120 Tahun 2022, TLN No 6792, Ps. 4. 
10 Ibid 
11 Akbar K.P., Budi A., Bernard S., Elizabeth S., “Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: 

Antara Relasi Kuasa dan Pengakan Hukum.” Jurnal Karya Abdi Masyarakat. (Desember, 2024), 

hlm 35. 
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Gambar 1.2 

Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2022 

 

Sumber : Komnas Perempuan12 

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan 

pendidikan dari total 55 kasus yang terjadi, tingkatuniversitas atau perguruan tinggi 

sebagai urutan tertinggi menjadi tingkat kekerasan seksual yang paling banyak 

terjadi. Kemudian terdapat tingkat pesantren sebagai urutan kedua dengan total 10 

dari 55 kasus yang terjadi. Lalu terdapat jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) 

sebagai urutan ketiga tingat kekerasan seksual yang terjadi dengan total 8 dari 55 

kasus yang terjadi.  

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang 

semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 

 
12 Aditya P.K., “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan” 

https://satgasppks.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1787/2023/01/3b.-Laki-Laki-Maskulinitas-

dan-Kekerasan-Seksual.pdf diakses pada 23 Januari 2025 

 

https://satgasppks.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1787/2023/01/3b.-Laki-Laki-Maskulinitas-dan-Kekerasan-Seksual.pdf
https://satgasppks.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1787/2023/01/3b.-Laki-Laki-Maskulinitas-dan-Kekerasan-Seksual.pdf
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sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan, dan 13.156 di 

antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Sementara 

itu, hingga April 2024, tercatat 2.681 kasus kekerasan seksual terjadi di pendidikan 

tinggi.13 Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus bukanlah hal 

sepele dan perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai tempat lahirnya generasi 

intelektual yang akan membangun masa depan bangsa, perguruan tinggi seharusnya 

menjadi ruang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan 

seksual. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk menciptakan lingkungan yang 

nyaman dan mendukung agar mahasiswa bisa belajar dan berkembang dengan 

optimal. 

Banyak korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami di 

lingkungan perguruan tinggi karena berbagai faktor, seperti ketimpangan kekuasaan 

antara dosen dan mahasiswa, serta kurangnya respons serius dari pihak kampus. 

Situasi ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi bukanlah 

persoalan individual semata, melainkan bagian dari permasalahan sistemik yang 

memerlukan penanganan secara menyeluruh. Sebagai langkah konkret, pemerintah 

telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan kampus yang 

aman dan terbebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Peraturan ini 

 
13 Erna T.R.R., “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Kampus” 

https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-

kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasu

k%20kekerasan%20seksual Diakses pada 23 Januari 2025. 

 

https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasuk%20kekerasan%20seksual
https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasuk%20kekerasan%20seksual
https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasuk%20kekerasan%20seksual
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merupakan perubahan dari permendikbudristek sebelumnya, sebagai bentuk 

komitmen nyata pemerintah dalam merespons berbagai bentuk kekerasan yang 

mungkin terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. 

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 secara tegas menetapkan bahwa 

perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencegah serta menangani 

kekerasan seksual di lingkungan kampus. Upaya ini mencakup berbagai langkah, 

mulai dari penguatan sistem tata kelola, program edukasi, hingga penyediaan 

fasilitas yang mendukung.14 Pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual yang dilakukan perguruan tinggi dengan penguatan tata kelola, 

salah satunya ialah membentuk satuan tugas.15 Salah satu bentuk nyata dari 

penguatan tata kelola tersebut adalah pembentukan satuan tugas khusus, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 peraturan ini, yang menyatakan bahwa 

setiap perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas yang ditunjuk secara resmi 

oleh pimpinan kampus.16 Satuan tugas ini berperan penting dalam mendukung 

upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sekaligus memperkuat 

sistem perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi. Kehadirannya juga menjadi 

wujud konkret dari pentingnya fungsi pengawasan dan pembinaan dalam 

 
14 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, 

BN No. 676 Tahun 2024. Ps 15. 
15 Ibid, Ps. 16 
16 Ibid, Ps. 22 
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menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari tindak 

kekerasan, termasuk kekerasan seksual..17 

Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan 

langkah strategis sebagai garda terdepan dalam mengatasi dan mencegah kekerasan 

seksual di perguruan tinggi. Kehadiran satuan tugas ini memungkinkan kampus 

untuk menjalankan regulasi sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek 

Nomor 55 Tahun 2024 secara lebih efektif. Kolaborasi antara pihak perguruan 

tinggi dan satuan tugas ini memiliki visi yang sejalan, yaitu menciptakan 

lingkungan kampus yang aman dengan mencegah serta menangani berbagai bentuk 

kekerasan seksual secara terpadu dan berkelanjutan.18  

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terdiri dari 

berbagai unsur yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 25 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa 

satuan tugas harus beranggotakan jumlah ganjil, minimal tujuh orang, yang 

mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.19 Dalam menjalankan 

tugasnya, satuan tugas bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan 

tinggi atau unit yang ditunjuk untuk mengelolanya.20 Tugas dan tanggung jawab 

satuan tugas ini berbeda dengan peran utama perguruan tinggi. Perguruan tinggi 

 
17 Raju D., dan Saut  P. Panjaitan, “Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Ketenagakerjaan 

karena Melakukan Kesalahan Berat.” Jurnal Hukum Lex et Societatis Universitas Sriwijaya. 2023. 

Hlm 162. 
18 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, 

BN No. 676 Tahun 2024. Ps. 2. 
19 Ibid, Ps. 25. 
20 Ibid, Ps. 23. 



9 

 
 

lebih berfokus pada penyusunan kebijakan dan penyediaan sarana serta prasarana 

yang mendukung sistem pencegahan dan penanganan. Sementara itu, satuan tugas 

bertindak sebagai pelaksana teknis, dengan fokus pada langkah-langkah preventif, 

edukasi, dan penanganan langsung terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi 

di lingkungan kampus. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk memusatkan perhatian 

pada dua perguruan tinggi yang berada di wilayah Sumatera Selatan, yaitu 

Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya laporan terkait kasus kekerasan 

seksual di kedua kampus tersebut. Selain itu, penulis juga bertujuan untuk 

membandingkan bentuk perlindungan terhadap korban serta mekanisme 

penyelesaian kasus kekerasan seksual antara perguruan tinggi umum dan perguruan 

tinggi berbasis keagamaan. Penjelasan ini diperkuat dengan data dalam tabel 

berikut yang memuat informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang pernah 

diberitakan di masing-masing institusi. 

Tabel 1.1 

Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya 

No Tahun Pelaku Korban Tindakan Perguruan Tinggi 

1   2021 Dosen Inisial 

A 

Mahasiswa 

FKIP 

Pembentukan Tim Etik, Tim 

Pencari Fakta, dan Satgas 

Penanganan Kekerasan Seksual. 

Pelaku diberi sanksi 

pemberhentian dari jabatan kepala 

laboratotium dan penundaan 
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kenaikan gaji serta pangkat selama 

empat tahun.21 

2 2021 Dosen Inisial 

Rz 

Tiga 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Memberikan pembebasan tugas 

sementara agar fokus menghadapi 

proses hukum.22 

3 2024 Wakil Ketua 

BEM inisial 

MFA 

Beberapa 

Mahasiswa 

Melakukan Perintah 

Pemberhentian tidak dengan 

hormat dari jabatan Wakil Ketua 

BEM23 

 

Tabel 1.2 

Kasus Kekerasan Seksual di UIN Raden Fatah Palembang 

No Tahun Pelaku Korban Tindakan Perguruan Tinggi 

1 2024 Pegawai 

Inisial A 

Mahasiswa 

Baru 

Pelaku ditangkap dan 

memastikannya ditetapkan sebagai 

tersangka24 

2 2023 Senior Inisial 

PA 

Mahasiswa 

Baru 

Melaporkan kasus ke pihak 

berwajib dan melakukan mediasi25 
 

Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual masih 

terjadi di perguruan tinggi tersebut, yang mana pelakunya berasal dari tenaga 

pendidik maupun mahasiswa, dan korbannya adalah mahasiswa. Meskipun kedua 

perguruan tinggi ini memiliki latar belakang yang berbeda, mereka masing-masing 

 
21 CNN Indonesia, Dosen Unsri Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Pelecahan Mahasiaswi, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-

tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswi diakses pada 3 Januari 2025  
22 Limas Fisip Unsri, “Jejak Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya,” Buletin Limas, 

(Agustus, 2023), hlm. 8-9. 
23 Sabrina Adliyah, Heboh Oknum Petinggi Organisasi Mahasiswa Unsri Diduga Lakukan 

Pelecehan, https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7609345/heboh-oknum-petinggi-organisasi-

mahasiswa-unsri-diduga-lakukan-pelecehan diakses pada 3 Januari 2025 
24 Yuni Rohmawati, Mahasiswa Baru Jadi Korban Pencabulan Pegawai Kampus UIN Raden 

Fatah Palembang, https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-

pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang-14924 diakses pada 03 Februari 2025 
25 Welly Jasrial, Mahasiswa UIN Palembang Dilecehkan Senior, Begini Duduk Perkaranya, 

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7091900/mahasiswa-uin-palembang-

dilecehkan-senior-begini-duduk-perkaranya diakses pada 3 Februari 2025. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswi
https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7609345/heboh-oknum-petinggi-organisasi-mahasiswa-unsri-diduga-lakukan-pelecehan
https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7609345/heboh-oknum-petinggi-organisasi-mahasiswa-unsri-diduga-lakukan-pelecehan
https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang-14924
https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang-14924
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7091900/mahasiswa-uin-palembang-dilecehkan-senior-begini-duduk-perkaranya
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7091900/mahasiswa-uin-palembang-dilecehkan-senior-begini-duduk-perkaranya
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menerapkan cara yang berbeda dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan 

seksual di lingkungan kampus. Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi 

negeri dengan karakteristik umum, sedangkan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang adalah perguruan tinggi negeri yang berlandaskan agama.. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berniat mengkaji mengenai 

“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI (Satuan 

Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum korban terhadap korban tindak pidana 

kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Universitas 

Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan 

seksual oleh Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum korban terhadap 

praktik tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi 
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negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus tindak 

pidana kekerasan seksual yang melibatkan perguruan tinggi negeri 

Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bagi 

mahasiswa yang ingin mempelajarinya dan dapat menjadi bentuk 

pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya 

pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh 

perguruan tinggi melalui satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual 

Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

2. Secara Praktis 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

bagi para akademisi, praktisi, lembaga penegak hukum, serta pihak-pihak 

yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur mengenai upaya pencegahan 

dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh perguruan tinggi 
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melalui satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual Universitas 

Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang ditetapkan untuk 

mengarahkan dan memperjelas fokus penelitian, sehingga masalah yang dibahas 

tidak melebar ke area yang terlalu luas.26 Dalam penelitian ini, penulis membatasi 

ruang lingkup dengan memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan 

tindak pidana kekerasan seksual oleh perguruan tinggi melalui satuan tugas di 

Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

F. Kerangka Teori 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “teori” berarti sebuah 

pendapat atau gagasan yang diajukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau 

fenomena. Dalam sebuah karya ilmiah, kerangka teori biasanya terdiri dari empat 

elemen utama, yaitu teori-teori hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta 

pendapat para ahli hukum yang relevan dengan bidangnya.27 Untuk penelitian ini, 

kerangka teori yang dipakai adalah teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para 

pakar berdasarkan kajian dan hasil penelitian mereka.28 Berikut adalah teori-teori 

yang dijadikan dasar dalam penelitian ini: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak-hak subjek 

hukum dengan dasar aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin 

 
26 Iman Jalaludin Rifa’I et al. Metodologi Penelitian Hukum (Banten: PT Sada Kurnia 

Pustaka, 2023), hlm. 6. 
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 79. 
28 Ibid, hlm. 79 
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pelaksanaannya melalui pemberian sanksi kepada pelanggar. Menurut Sajipto 

Raharjo, perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk pengayoman terhadap 

hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan 

kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang telah dijamin 

oleh hukum.29 Secara umum, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa 

setiap kelompok masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta 

kesempatan untuk menikmati hak-hak yang diatur dalam hukum.30 

Teori perlindungan hukum berperan dalam mewujudkan keadilan dengan 

memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjalankan hak dan 

kewajiban yang diatur oleh hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, 

seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Indonesia harus mengembangkan 

teori perlindungan hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Adapun, 

terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang umum dikenal, yaitu sebagai 

berikut:31 

a. Perlindungan Hukum Pencegahan (Preventif) 

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau konflik sebelum 

hal tersebut terjadi. Peraturan hukum dibuat sebagai aturan yang 

bertujuan menghindarkan seluruh warga negara dari tindakan yang 

melanggar hukum serta membatasi perilaku agar tetap sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

 
29  Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53. 
30 Ibid, hlm 282 
31 Muschsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14. 



15 

 
 

b. Perlindungan Hukum Penanganan (Represif) 

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang 

diterapkan melalui pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, 

atau hukuman tambahan lainnya, setelah terjadinya pelanggaran hukum. 

Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan kepastian hukum yang jelas 

dan mengikat terkait dengan tindakan kekerasan yang telah 

dilakukannya. 

Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di 

perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang, teori ini diterapkan untuk menjamin hak dan 

kewajiban korban. Hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan kampus 

harus dilindungi oleh hukum agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut 

bagi korban, sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan 

kondisinya dapat kembali pulih seperti semula. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian dapat diartikan sebagai kondisi yang jelas, pasti, atau 

keputusan yang tegas. Karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban yang 

dianggap adil dan wajar, maka hukum harus memiliki sifat kepastian dan 

keadilan. Hukum baru dapat berjalan efektif apabila dijalankan dengan 

kepastian dan keadilan tersebut. Isu mengenai kepastian hukum tidak dapat 
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diselesaikan hanya dengan pendekatan sosiologis, melainkan harus dipahami 

melalui perspektif filsafat.32 

Menurut teori kepastian hukum, aturan yang bersifat umum sangat 

penting untuk memberikan panduan bagaimana seseorang harus bertindak 

dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksinya dengan orang lain 

maupun dengan komunitas. Kepastian hukum muncul karena adanya aturan 

tersebut beserta penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat 

dipahami dalam dua makna: pertama, sebagai keberadaan aturan umum yang 

menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu; 

kedua, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan 

sewenang-wenang pemerintah, karena aturan itu memberikan kejelasan 

mengenai hak dan kewajiban yang diberlakukan negara terhadap mereka.33 

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus diterapkan 

dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk menciptakan keteraturan 

dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana 

kekerasan seksual di perguruan tinggi, kepastian hukum menjadi pijakan 

penting untuk melindungi hak-hak korban sekaligus menjamin pelaku 

mendapatkan hukuman yang layak. Kepastian hukum juga berfungsi untuk 

membangun kepercayaan masyarakat bahwa sistem hukum mampu 

menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan yang tegas, seperti pembentukan 

 
32 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59 
33 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), hlm. 137 
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Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan 

UIN Raden Fatah Palembang, suasana sosial di lingkungan akademik dapat 

berjalan lebih tertib dan aman.  

Ketertiban eksternal antar pribadi dalam pergaulan hidup bersama dapat 

terwujud, semua pihak memahami bahwa hukum tidak hanya ada, tetapi juga 

diterapkan secara adil dan konsisten. Kejelasan hukum mengurangi 

ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketakutan atau ketidakpercayaan 

terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum mendorong 

individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang telah 

ditetapkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Oleh 

karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa 

hukum ditegakkan dengan baik demi menjaga ketertiban dan rasa aman di 

lingkungan akademik.34 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji 

literatur dan data sekunder.35 Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan 

wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama yang berperan dalam 

upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual 

 
34 Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hlm.63 
35 Iman Jalaludin Rifa’I et al. Metodologi Penelitian Hukum (Banten: PT Sada Kurnia 

Pustaka, 2023), hlm. 6. 
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melalui satuan tugas di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan 

dengan cara mengkaji seluruh undang-undang serta peraturan yang 

relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.36 Melalui 

pendekatan ini, penulis akan menelaah berbagai regulasi yang terkait 

dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan 

seksual di perguruan tinggi, khususnya melalui satuan tugas di 

Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah metode penelitian 

yang bertujuan mempelajari bagaimana norma atau aturan hukum 

diterapkan dalam praktik, khususnya melalui analisis kasus-kasus 

yang sudah diputuskan. Pendekatan ini memfokuskan pada 

yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek 

utama dalam penelitian.37 

 
36 Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” 

https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-

penelitian-hukum diakses pada 24 September 2024. 
37 Soejono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: cet. III, UI Press, 2007), hlm. 321. 

https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari instansi atau 

sumber terkait yang relevan dengan penelitian, baik berupa data kualitatif 

maupun kuantitatif.38 Dalam penelitian hukum, data hukum biasanya 

terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.39 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat secara resmi, seperti norma-norma dasar, 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang belum 

dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat atau perjanjian hukum.40 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer 

berupa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan rujukan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

194541 

 
38 Milano K. S.., Octavianus H. A. R., dan Ricky S.M.L., “Analisis Pengembangan Kawasan 

Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan di  Distrik Muara Tami,” Jurnal Spasial, (2021), hlm. 

315 
39 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Press, 2004), hlm. 163 
40 .Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hlm.147-

148. 
41 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual.42 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana43 

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Perguruan 

Tinggi.44 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini 

berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap 

bahan hukum primer.45 Bahan ini berupa literatur yang relevan 

dengan topik penelitian, seperti hasil studi sebelumnya maupun 

pendapat para ahli. Sumber bahan hukum sekunder ini dapat 

diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang 

membahas isu hukum yang menjadi fokus penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi untuk 

menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini 

 
42 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasana Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, 

LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792 
43 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 

2023, TLN No. 6842. 
44 Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, 

BN No. 676 Tahun 2024 
45 Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi A., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan 

Sosiologis, Journal Law and Government. (Fabruai 2024), hlm. 47 
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biasanya berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks 

kumulatif yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti.46 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode 

studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan berbagai bahan 

tertulis serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur 

terkait yang membahas isu hukum yang menjadi fokus penelitian.47 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Dalam proses analisis bahan penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 

dilakukan termasuk penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian 

ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang terkandung dalam 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma 

yang berlaku di masyarakat.48 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis memakai teknik penarikan 

kesimpulan melalui pemikiran deduktif. Cara ini dilakukan dengan 

memulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara 

spesifik sesuai dengan konteks penelitian.49 

 
46 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005). 

Hlm. 185 
47 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 56-57. 
48 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105. 
49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 67. 
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